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WALI KOTA MEDAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 23 TAEUN 2018

TENTANG -

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

Menimbang:

Mengingat :

KOTA MEDAN
DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,

WALI KOTA MEDAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian
Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota
Medan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 195% tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Keia Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomwor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 29 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025});

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanar. Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



10.

11:

N}

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); .._,.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014" Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaram . Negara
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20i:o
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 197C¢
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomeor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat i
Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raia
Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di
Wilayah Xabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan
Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medean
Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimusi, Medan
Selayang, Medan Amplas, Dan MedaniéiArea di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatgra Uzara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961
Nomor 67,

Peraturan Pemerinteh Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan
Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat [I
Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli
Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayal
Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 65};



12.

13,

L3

16.

17.

18.

19,

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 5887);

Peraturar Menteri Lingkungan Hidup Nomor
Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas
Buang Kendaraan Tipe Lama;

. Peraturar:.  Menteri Perhubungan Nomor 123

Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor (Berita Negara Republik ndonesia
Tahun 2015 Nomor 1296};

Peraturan  Menteri Perhubungan Nojnor 156
Tahun 2016 tentang Kompetisi Penguji Kendaraan
Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1956});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembetukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis

Daerah;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016
Nomor 9;

Peraturan  Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerzh

Kota Medan Nomor 5);

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Dzerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) |
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor
1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, ‘S,usu*lar\
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tm ta Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun
2017 Nomor 40); , ¥

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Perhubungan Kota Medan (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 2017 Nomor 63);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA

MEDAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1!

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.

2,

10.

Daerah adalah Kota Medan.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuar:
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara '-{’Repubhk
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah  Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang  memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Medan!
Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.

Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota
Medan.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UFT
adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas
Perhubungan Kota Medan. 5

Petugas Operasional adalah personil yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada UPT.

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan
sebagaimana pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagaimana kewajiban dan janj
penyelenggaraan kepada masyarakat dalama rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Organiknya.



Wali

11.

12,

13.

14.

ut

Indeks kepuasan masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan
IKM adalah Data cdan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yvang diperoleh dari hasil peraturan secara
kuantitatif dan kuaditatif atas 'pendapat masyarakat dalam:
memperoleh pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya sebagaimana diataur dalam
Keputusan Menter1 Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk
Pelayanan Instansi Pemerintah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP
adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan:imengena:
berbagai  proses  penyelenggaraan  aktivitas (fairganisast
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan leh siapz
dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menter:
Pendayagunaan Aparatur Negara' dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Staridar
Operasional Prosedur

Pengujian Kendaraarn: Bermotor adalah serangkaian kegiatan
menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kenderaan
bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Uji Berkala adalah pengujian kenderaan bermcﬁﬁor yang
dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor.
kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di
jalan.

BAB 1[I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Kota membentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor i

lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan terdiri dari :
1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Pinang ‘Baris dengan
Klasifikasi Kelas A; dan :

2.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas dengan Klasifikasi
176 i
Kelas A.

o



Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan
sebagai unsur pelaksana teknis operasional pengujian kendaraan
bermotor pada Dinas;

(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala, yvang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepalza
Dinas melalui Kepala Bidang terkait dan Sekretaris;

Paragraf 2
"Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

(1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas rm}embanz.u
Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional lingkup
pengujian kendaraan bermotor; h

{2) Untuk menyelenggaraikan tugas sebagaimana dimaksud pade
ayat (2), UPT mempunyai fungsi menyelenggarakan pengujiar
kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang
dioperasikan di jalan Dberdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Sasunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terdir:
dari :
a. Kepala UPT;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

{2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermoror
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Wali Kota ini.




BAB III :
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Fengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah

a.

0a

k.

merencanakan programn dan kegiatan UPT dengan mempedomari
rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kf:. rja Dinas
untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

menyusun bahan kebijakan teknis operasional, SOP, standar
kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerjz
evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untu
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas schingga
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, cdearn
penegakan/pemrosesan Kedisiplinan Pegawai ASN (reward aiid
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas UPT
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pelayanan pengujian terhadap kendaraan
bermotor, kereta gendengan, dan kereta tempelan yvang
dioperasikan di jalan dan kenderaan bermotor wajib uji lainnyva
sesuai prosedur dan ketentuan agar kendaraan wajib uji laik
jalan;

melaksanakan pelayanan penilaian kondisi teknis kendaraan
sesuai prosedur dan ketentuan untuk mengetahul persentasc
kondisi kendaraan;

melaksanakan kegiatan kalibrasi terhadap alat uji secara berkalia
untuk kesiapan dan ketepatan alat uji;

melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pengujian kenderaan bermotor serta menyajikan alternatis
pemecahannya,;

melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala sarana dan
prasarana UPT sesuai peraturan untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

melaksanakan pe*nutc khiran data lingkup pengujian kendaraan
bermotor sebagai bzshan perencanaan, pelaksanaan sisten
informasi manajemen dan transparansi publik;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas lingkup UPT Pengujian
Kendaraan Bermotor secara berkala sebagai perta.ngguﬁ_;gja\-va,ban
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelapcarcw

pelaksanaan tugas.

w5
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Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Uszha UD’I‘ s e“gL

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kendaraan Bermotor adalzh

a.

=ty

0Q

n.

menyiapkan bahan penyvusunan program Kkerja UPT dengan
mempedomani rencara umum Kkota, rencana strategis, dan
rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaain:
menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar
operasional prosedur, standar ‘kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar
lainnya lingkup UPT untuk diproses lebih lanjut Kepala UF7T
sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (re:iuard and
punishment) lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangia untuk
kelancaran tugas berdasarkan atas peraturan perundang-
undangan;

melakukan koordinasi dan penyeliaan wurusan pembukuzan,
verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban
anggaran UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai i
lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-
undangan;

melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pembayarzn
belanja pegawai, belan;a barang, belanja modal, dan pembavaran
lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan,;
melakukan pengelolaar data dan informasi pegawai di lingkungan
UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan
kear51pan di lingkungan UPT bexdasarkan atas peraturan
perundang-undangan ;

melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di Iingkungan
UPT;

melakukan penyusunan rencana = kebutuhan, peugauow
penerimaan, inventarisasi, penvimpanan, penghapusan dan
pendistribusian barang milik negara daerah di lingkungan UPT
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

memonitor urusan keamanan, Kketertiban, kebersihan, dan
keindahan di lingkungan UPT

melakukan pengaturan penggunean sarana dan prasarana i
lingkungan UPT;

melakukan penyvimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan
tata usaha;

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
pertanggungjawaban tugas; dan -
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ole'-*
UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kzi

pelaksanaan tugas.

Kepala
ncarvasn




(1)

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
Pasal 8

Di lingkungan UPT dizempatkan Jabatan Fungsional dan/atau
jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis
jabatan dan analisisi beban kerja dan sesuai dengan ketentuarn
peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakean
tugas teknis operasionial pada jabatan fungsional yang menjad:
tugas dan tanggungjawabnya selaku pejabat fun081on'11 urtuk
melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan kealilian das
kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan temarag
jabatan fungsional dan angka kreditnva.

Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas tekms
operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku
jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pada UPT dapat diangxat Bendahara Pembantu atau Bendahara
Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan
Peraturan yang berlaku.

BAB 1V
ESELONISASI

Pasal &

Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas adalah Jabatan
Struktural Eselon IVa.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinzs
adalah Jabatan Struktural Eselon [Vb.

BAB V
TATA KERJA

L

Pasal 10 flis

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maikz
Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar
pelayanan, SOP dan menyediakan kotak pengaduan, serta secara
berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada UPT
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(2)
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Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar. satuasn
organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instans:
lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawe
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil Iangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengsn
peraturan perundang-undangan.

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertangg ’L;?‘lz-_i:
jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelakxmm. 1

tugas bawahannya.

&

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib. men jkb(i

dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab L\epaad atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tépat pada

waktunya.

Setiap laporan yang citerima oleh Kepala UPT dan Kepala Sub
Bagian Tata Usaha dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebil
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan
an e

tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organiszs:
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas K.epala"ﬁff;] PT dan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan bimbingan kepadsa
bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 171

Pengaturan kerja dan harmonisasi tugas antara UPT dan Bidang
pada Dinas, serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali
Kota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala Dinas.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

)

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

~ Oy i
1O A7:
,.bL‘J ki

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundas:
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,
ttd
DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd
SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

RN Penaté thgkat |
- £ NIP. 19620515 199011 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 23 TAHUN 2018 ‘
- TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAANAZERMOTOR PADA DINAS PE&HUBUNGAN KOTA

MEDAN
Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Medan
UPT
SUB BAGIAN
TATA USAHA
| i
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
| PELAKSANA
Salinan sesuai dengan aslinya L
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
<{OTA MEDAN, WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S




PROVINSI SUMATERA UTARA

WALI KOTA MEDAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN 4
NOMOR 22 TAHUN 2018 ‘

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

1.

WALI KOTA MEDAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah
Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan

Kota Medan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara -
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 4

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); i

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang . Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II  Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten.
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi,. Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat [I Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
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11. Peraturan Pemerintahh Nomor 19 Tahun 2005

12.

13,

14.

ot

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

G700

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567C};

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863};

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Taliun 2008
tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor @1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864); :

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolahan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

‘Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolahan * dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan

Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

?



17. Peraturan Daerah- Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5j;

18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) .
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Weal
Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi,. Tugas Dan Fungsi, Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah (Rerita Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 40j);

19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 58); »

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan arusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwak:lan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah  Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Wali kota adalah Wali kota Medan.
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10.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medar:.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.

Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TK Negeri
adalah satuan pendidikan jalur formal;

Kepala UPT TK Negeri adalah guru yvang diberi tugas tambahan
sebagai Kepala UPT;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
UPT TK Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
Wali Kota membentuk UPT TK Negeri di lingkungan Dinas;

UPT TK Negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri

dari :

a. TK Negeri 1, yang terletak di Jalan Karya Ujung/Guru Sinumba
Kecamatan Medan Helvetia; dan

b. TK Negeri 2, yang terletak di Jalan Tangguk Raya Blok 3
Komplek Perumahan Griya Martubung Kecamatan Medan
Labuhan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3
UPT TK Negeri merupakan UPT yan'g berada di lingkungan Dinas.
UPT TK Negeri dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru -
dan/atau fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan

sebagai Kepala UPT TK Negeri yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



Paragraf 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT TK Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar
mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup taman kanak-kanak
kepada anak usia pra sekolah dasar berdasarkan ;peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam
Pasal 4 UPT TK Negeri mempunyai fungsi :

a.
b.

()

menyelenggarakan kegiatan pendidikan Formal lingkup TK;
melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga
kependidikan lainnya;

menyelenggarakan administrasi sekolah;

merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan
pemeliharaan sarana prasarana;

melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua
dan/masyarakat;

melaksanakan penerimaan murid berdasarkan peraturan
undang-undang; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

Struktur Organisasi UPT TK Negeri terdiri dari :

a. Kepala UPT TK Negeri.

b. Kepala Tata Usaha.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnya.

d. Pelaksana.

Bagan struktur susunan organisasi UPT TK Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan
Wali Kota ini. ki

Pasal 7

Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avar (1)
huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru dan/atau
pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengeloia
ketatausahaan sekolah, dan bertangungjawab kepada Kepala UFT
TK Negeri.



(2)

Pengangkatan kepala tata usaha dilaksanakan oleh kepala dinas
berdasarkan usulan dari Kepala UPT TK Negeri berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Disamping jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1},
Kepala UPT TK Negeri dapat membentuk jabatan kepala
perpustakaan berdasarkan kebutuhan riil dan telah memenuhi
standar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional guru dan/atau fungsional pamong
belajar yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas.
fungsi dan tanggung jawab mengelola perpustakdan, dan
bertangungjawab kepada Kepala UPT TK Negeri. :

Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2)
ditetapkan oleh kepala UPT TK Negeri berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pengangkatan kepala perpustaksan dilaksanakan oleh Kepala
Dinas berdasarkan wusulan d&dri Kepala UPT TK Negeri
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IlI
URAIAN TUGAS *

Bagian Kesatu
Kepala UPT TK Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT TK Negeri adalah :

a.

merencanakan program dan kegiatan pembelajaran UPT TK
Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana
strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan;

menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar
operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar
lainnya lingkup UPT TK Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas
secara optimal; :

membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN ({reward arnd
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas UPT'TK Negeri
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

mejabarkan visi ke dalam misi target mutu;

merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;



n.

menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan
sekolah;

melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta
keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite
sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untulk
menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan
masyarakat;

menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga
kependidikan  dengan  menggunakan  sistem = pemberian
penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan
dan kode etik;

menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta
didik;

melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan
partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum,;

melaksanakan dan merumuskan program supervisi, seria
memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja
sekolah;

melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses
belajar mengajar dengan melibatkan pihak @ terkait untuk
meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; (H
memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan
visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan
didukung oleh komunitas sekolah;

membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah
dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar
peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga
kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik
lembaga dan profest,;

melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber
daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman,
sehat, efisien dan efektif;

menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan
kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber
daya masyarakat;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah :

a.

menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan
pembelajaran UPT TK Negeri dengan mempedomani rencana
umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja
Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
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melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Tk
Negeri; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT TK
Negeri. i

Bagian Keempat
Pelaksana ; W

Pasal 12

Di lingkungan UPT TK Negeri dapat ditempatkan jabatan
Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan
analisisi beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku
jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

Pada UPT TK Negeri dapat diangkat Bendahara Pembantu atau
Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
Formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan
standar pelayanan, standar operasional prosedur, Kkotak
pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) pada UPT TK Negeri berdasarkan pemturm
perundang-undangan. ;

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT TK Negeri wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk
terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan
pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala UPT TK Negeri wajib mengawasi bawahannya dan bila
terjadi penyimpangan agar merigambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala UPT TK Negeri bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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{5) Kepala UPT TK Negeri wajib mengikuti dan mematuhi peraturan
perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT TK Negeri dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(7) Kepala UPT TK Negeri dalam penyampaian laporan kepada Kepala
Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

(8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT TK
Negeri memberikan bhimbingan kepada bawahan dan wajib

mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang <dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd
SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 22

‘

> _Yo6" 0515 199011 1 001




BAGAN CRGANISASH LAMPIRAN . PERATURAN WALI KOTA MEDAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS NOMOR 22 TARHUN 2018
TAMAN KANAK-KANAK NEGLEERI

UPT

KEPALA
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
GURU DAN FUNGSIONAL LAINNYA,
PELAKSANA

Jai dengan aslinya WALI KOTA MEDAN,
.ﬁ%z HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

itd

DZULMI ELDIN S

{5 199011 1 001



